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memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Pidana & 
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dan salawat kepada Nabi Muhammad saw, suri tauladan seluruh umat manusia, 
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sekaligus sebagai aturan hidup. 
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partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk sugesti, motivasi, moril maupun 
materil, karena itu penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa 
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menjadi pendamping hidupku ASIS S,Pd sebagai suami dan bapak dari anakku 
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skripsi ini. Dan teruntuk saudaraku Ratu Faisah S.Hi terima kasih atas selama ini 
yang selalu memberiku dorongan dan bantuan dalam mengerjakan skripsi ini. Dan 
untuk Ibu dan Bapak Mertuaku  terimah kasih banyak atas selama ini yang 
selalu merawat anak ku selama perkuliahan berlangsung dan sampai kejengjang 
akhir ini. Dan tak lupa kepada seluruh keluarga besar tercinta yang selalu 
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Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan Library Research  
(Penelitian Pustaka) Bahan Hukum yang dianalisis berupa Peraturan Perundang-
Undangan dan isu hukum yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan 
delik pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui asas-asas kebebasan berpendapat dan 
delik pencemaran nama baik berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam dan 
untuk mengetahui perbedaan antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama 
baik dalam hukum positif dan hukum Islam. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara umum asas-asas kebebasan 
berpendapat yaitu: asas kebebasan, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, 
asas kepastian hukum dan keadilan, asas profesionalitas, serta asas manfaat. 
Setiap orang harus mematuhi asas dan tata cara yang telah ditetapkan oleh 
Undang-undang yang beraku. Dan dalam hukum Islam pencemaran nama baik 
lebih dikenal dengan istilah perbuatan akhlak tercela, menuduh seperti halnya 
qadzf, menghina dan fitnah. Namun disisi lain juga bisa termasuk dalam kategori 
sebagai tindak pidana, dengan berbagai jenis perbuatannya, seperti memfitnah, 
menuduh wanita baik-baik berzina (qadzf), menghina, dan mencela. Sedangkan 
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hukum positif, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah tindak pidana 
kehormatan dalam KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Secara umum 
perbedaan antara keduanya dari pasal kebebasan berpendapat dan pencemaran 
nama baik hampir sama, pembedanya hanya terletak pada kata “bertanggung 
jawab” namun tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian bertanggung 
jawab, apakah hal tersebut menyangkut pembuktian dan sejenisnya. 
Dalam penulisan ini, penulis memberikan implikasi diantaranya kepada 
pemerintah agar melakukan revisi terhadap UU ITE karena dibutuhkan kepastian 
hukum agar tidak terjadi lagi kasus yang dipidana dengan pencemaran nama baik 
namun yang sebenarnya hanya ekspresi dari kebebasan berpendapat di media 
sosial. Diharapkan agar hak kebebasan berpendapat dijalankan dengan cara yang 
bertanggung jawab dengan menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat, 








A. Latar Belakang Masalah 
Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sifat yang melekat (inherent) pada 
diri setiap manusia.
1
  Sifat inherent pada HAM terhadap manusia maksudnya 
yaitu HAM merupakan sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahirnya. Sehingga 
HAM memiliki usia yang sama dengan keberadaan manusia di permukaan bumi, 
walaupun istilah HAM sebelumnya belum dikenal. 
HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahirnya karena 
keberadaannya sebagai manusia dan atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. HAM 
bukan merupakan pemberian dan pengakuan masyarakat serta karena dikukuhkan 
oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan
2
, akan tetapi HAM yang 
melekat pada setiap manusia hanya karena manusia adalah manusia dan 
merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa.Ayat yang menyangkut tentang hal 
ini terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13. 
 
 َﻰﺜُﻧﺃَﻭ ٍﺮََﻛﺫ ﻦ ِّﻣ ﻢُﻛَﺎﻨْﻘَﻠَﺧ ﺎﱠﻧِﺇ ُﺱﺎﱠﻨﻟﺍ ﺎَﻬﱡَﻳﺃ َﺎﻳ ﱠﻥِﺇ ﺍُﻮﻓَﺭَﺎَﻌﺘِﻟ َﻞِﺋَﺎﺒَﻗَﻭ ً ﺎﺑُﻮﻌُﺷ ْﻢُﻛﺎَﻨَْﻠﻌَﺟَﻭ
﴿ ٌﺮﻴِﺒَﺧ ٌﻢﻴِﻠَﻋ َ ﱠ= ﱠﻥِﺇ ْﻢُﻛَﺎْﻘَﺗﺃ ِ ﱠ= َﺪﻨِﻋ ْﻢُﻜَﻣَﺮَْﻛﺃ١٣﴾ 
 
Terjemahannya: 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
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AndreySujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2015), h. 2. 
2
 Keberadaan HAM ada bukan karena diberikan, diakui atau dikukuhkan oleh masyarakat 
dan hukum. HAM tetap aka nada walaupun tidak diberikan, diakui atau dikukuhkan oleh 
masyarakat dan hukum, akan tetapi dengan diakui dan dikukuhkan oleh masyarakat dan hukum 
maka keberadaan HAM akan mulus dalam perjalanannya. 
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Penjelasan ayat tersebut beralih kepada uraian tentang prinsip dasar 
hubungan antar manusia. Penggalang pertama ayat diatas sesungguhnya kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan  adalah 
pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaanya sama 
di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara suku dengan yang lain. Pengantar 
tersebut mengantar kepada kesimpulan yang disebut ooleh penggalang terakhir 
ayat ini yakni “sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah yang paling bertakwa.” Karena itu berusahalah untuk meningkatkan 
ketakwaan agar menjadi yang mulia di sisi Allah. 
Diriwayakkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu 
Hind yang pekerjaan sehari harinya adalah pembekam.Nabi meminta kepada Bani 
Bayadhah agar menikahkan salah seorang putrimereka dengan putri Abu Hind, 
tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar mereka menikahkan putri mereka 
dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sika keliru ini 
dikecam oleh al-Qur’an dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan 
karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan. Ada juga 
riwayat yang menyatakan bahwa Usaid Ibn Abi al-Ish berkomentar ketika 
mendengar bilal mengumandangkan adzan di Ka’bah bahwa: “Alhamdulillah 
ayahku wafat sebelum melihat kejadiaan ini.” 
Apapun sabab nuzul-nya, yang jelas ayat di atas menegaskan kesatuan asal 
usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. 
Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain, 
bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainnya, tetapi 
antara jenis kelamin mereka. Karena kalaula seandainya ada yang berkata bahwa 
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 Ahmad Haldani, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: PT Mizan Publishing House 
2010), h. 518 
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Hawwa’ yang bperempuan itu bersumber dari tulang rusuk Adam, sedang Adam 
adalah laki-laki dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, sekali 
lagi seandainya ada  yang berkata demikian maka itu hanya khusus terhadap 
Adam dan Hawwa’, tidak terhadap semua manusia karena manusia selain mereka 
berdua – kecuali ‘Isa as. – lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan. 
Dalam konteks ini, sewaktu haji wada’ ( perpisahan ),  Nabi saw. Berpesan 
antara lain: “wahai seluru manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa ayah kamu 
satu, tiada kelebihan orang Arab atas non Arab, atau orang (berkulit) hitam atas 
yang (berkulit) merah (yakni putih) tidak juga sebalikya kecuali dengan takwa, 
bertakwa,” (HR. al-Baihaqi melalui Jabir Ibn Abdillah).
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Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa manusia yang beriman dan 
bertauhid adalah manusia yang berperikemanusiaan. Dengan sikap dan pandangan 
teosentris dalam semangat egalitarianisme, manusia tidak dibenarkan melakukan 
eksploitasi manusia terhadap sesamanya, penghinaan terhadap harkat dan martabat 
manusia dan pembedaan manusia berdasarkan kelas, ras, genetik, dan sejenisnya. Dengan 
dasar kesucian Asal dan ketakwaan manusia iniah, kemudian Al-Qur’an menegaskan. 
“Allah memuliakan semua anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, 
kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan 




HAM hingga dapat dikenal sebagai suatu istilah dan dikukuhkan dalam 
kesadaran manusia terhadap hak-hak yang dimilikinya sebagai manusia yang 
merupakan faktor pendukung terwujudnya hal tersebut. Dikenalnya istilah HAM 
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 M. QuraishShihab,  Tafsir Al-Mishbah; Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Quran  
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 260. 
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  Achmad Abubakar, Wajah Ham Dalam Cermin Al-Quran; Respon Al-Quran Terhadap 
Nilai-nilai Dasar Kemanusiaan (Alauddin University Press, 2011) h. 142 
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dan diaturnya dalam berbagai peraturan yang mengaturnya  dilatarbelakangi pula 
upaya sungguh-sungguh melawan segala upaya yang berusaha melemahkan hak-
hak yang melekat pada manusia, misalnya penguasa yang diktator. 
Kelahiran istilah HAM di abad modern berawal dari hasil pemikiran para 
ahli ilmu tentang hak-hak yang melekat pada diri manusia. Hugo de Groot atau 
dikenal dengan nama Grotius yang dinobatkan sebagai bapak hukum 
Internasional, beliau mengembangkan teori hukum kodrat Aquinas yang 
mengubahnya yang semula bersifat theistic menjadi produk pemikiran sekular 
yang rasional. Berdasarkan hal tersebut maka John Lock yang merupakan seorang 
kaum terpelajar pasca-Renaisans mengajukan pemikiran tentang teori hak-hak 
kodrati. Teori hak-hak kodrati inilah yang melandasi terdorongnya revolusi di 
Inggris, Amerika Serikat dan Prancis di abad ke-17 dan ke-18.
6
 
HAM mengalami perkembangan pesat setelah berakhirnya Perang Dunia 
(PD) II yang mengakibatkan kehancuran yang amat besar dalam berbagai sendi 
kehidupan manusia. Setelah PD II dibentuk-lah Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) pada tahun 1945 sebagai bentuk keprihatinan terhadap dampak yang 
ditimbulkan dari tindakan pelecehan terhadap HAM dan menjadi lembaga yang 
mendorong penghargaan terhadap HAM oleh dunia Internasional. 
PBB sebagai pendorong penghargaan terhadap HAM oleh dunia 
Internasional ditandai dengan dibentuknya berbagai piagam dan perjanjian 
internasional yang mengatur tentang HAM. Pertama berdirinya, PBB 
menghasilkan Piagam PBB (United Nations Charter) yang salah satu di dalamnya 
mengatur bahwa terbentuknya PBB dengan harapan sebagai sarana pendorong 
agar terujudnya sikap penghargaan terhadap HAM oleh dunia internasional. Pada 
tahun 1948 merupakan tonggak baru sejarah tentang HAM, pada tahun tersebut 
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PBB menghasilkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human 
Ridhts).Kemudian pada tahun 1966 dihasilkan perjanjian internasional tentang 
HAM antara anggota-anggota PBB yaitu Konvensi Internasional tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik (International covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) 
dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(International Covenant on Economic, Social, Culture Rights/ICESCR).
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Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah menyetujui kesepakatan-
kesepakatan tersebut yang berkaitan dengan HAM dan Indonesia dengan 
sungguh-sungguh telah mengaplikasikan kesepakatan-kesepakatan tersebut 
dengan mengatur HAM dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan 
didirikannya Pengadilan HAM.Tetapi konsep HAM tersebut tentunya harus 
disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada 




Walaupun demikian pada dasarnya sebelum Indonesia ikut serta sebagai 
anggota PBB dan menyepakati beberapa konvensi tentang HAM, Indonesia telah 
dengan serius menempatkan HAM dalam sendi tata negara dan pemerintahan 
Indonesia ketika masa kemerdekaan. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 28 
Undang- UUD NRITahun 1945, walaupun pada saat itu hanya mengatur hak sipil 
dan politik dalam arti sempit yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, tapi Indonesia 
telah menunjukkan sikap bahwa Indonesia memperhatikan dan mengaplikasikan 
HAM dalam tata negara dan tata pemerintahannya. 
                                                          
7
AndreySujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Ed. 1., h. 6. 
8
Muladi, Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya Dalam Perspektif 




Ada berbagai macam bentuk HAM yang salah satunya yaitu hak 
kebebasan yang terdiri dari beberapa macam, yaitu: 
1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai; 
2. Hak atas kebebasan berserikat; 
3. Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; 
4. Hak atas kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dari 




Pada penelitian ini ditekankan pada hak kebebasan berpendapat. 
Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki setiap manusia untuk 
mengungkapkan buah pikiran yang merupakan hasil pikirannya yang dapat 
diungkapkan baik secara lisan dan/atau tulisan dan/atau gambar dan/atau ofline 
dan/atau elektronik. 
Tetapi setiap manusia tidak dapat serta merta mengeluarkan pendapatnya 
secara bebas karena manusia tidak sendiri melainkan terdapat manusia lain selain 
dirinya, sehingga manusia harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. 
Karena terdapat kemungkinan ketersinggungan oleh pihak lain karena pendapat 
yang dikemukakan oleh pihak lain. Akhir-akhir ini, fenomena seperti ini sering 
kali berujung pada laporan pencemaran nama baik. 
Tidak semua pihak yang mengemukakan pendapatnya yang berjung 
laporan pencemaran nama baik bermaksud betul-betul demikian, ada berbagai 
motif yang mendorong fenomena ini terjadi misalnya hanya karena asal ucap, 
menjadikan bahan candaan, bermaksud memperingati tapi dengan sikap yang 
kasar dan lain-lain. Motif yang demikian salah satunya disebabkan karena 
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 Ahmad Gaus AF, Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: CSRC 
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ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang pembatasan pengertian dan 
ruang lingkup antara hak kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik. 
Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang pembatasan pengertian 
dan ruang lingkup antara hak kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik 
disebabkan karena tipisnya perbedaan luas ruang lingkup antara hak kebebasan 
berpendapat dan delik pencemaran nama baik. Berdasarkan hal tersebut maka 
melalui penelitian ini maka disajikan perbedaan pengertian dan rung lingkup 
anatara kebebasan berpendapat dan delik pencemaran nama baik. Perbedaan 
keduanya dikaji dalam pendekatan hukum nasional (terkhusus Pasal 310 KUHP 
tentang Delik Pencemaran Nama Baik) dan hukum Islam. Maka judul penelitian 
ini yaituKebebasan Berpendapat versus Delik  Pencemaran Nama Baik Dalam 
Pandangan Hukum Nasional dan Islam. 
 
B. Rumusan Masalah 
Kebebasan berpendapat dan delik pencemaran nama baik memiliki batasan 
pengertian yang sangat tipis, jika diibaratkan perbedaan diantara keduanya hanya 
dibatasi oleh sehelai benang. Sehingga cukup sulit untuk menentukan suatu 
tindakan termasuk kebebasan berpendapat atau delik pencemaran nama. 
Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 
Bagaimana kedudukan kebebasan berpendapat terhadap pencemaran nama baik 
dalam hukum nasional dan hukum Islam? 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan ke dalam 
beberapa sub masalah, yaitu: 
1. Bagaimana bentuk asas-asas kebebasan berpendapat dan delik pencemaran 
nama baik dalam tata hukum Positi? 
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2. Bagaimana kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik dalam 
hokumIslam? 
 
C. Pengertian Judul 
Pengartian judul bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pembaca 
tentang maksud atau arti judul dalam suatu penelitian dan memberi batasan 
pembahasan yang diuraikan berdasarkan judul penelitian. Adapun judul penelitian 
ini yaituKebebasan Berpendapat versus Delik  Pencemaran Nama Baik dalam 
Pandangan Hukum Nasional dan Islam. Berikut diuraikan pengertian setiap 
variabel judul penelitian ini, yaitu: 
1. Kebebasan berpendapat atau disebut kemerdekaan menyampaikan pendapat 
adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, 
tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10
 
2. Terhadap berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti 
yaitu kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi 
menampilkan unsur yang diiringinya.
11
 
1. Delik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti 
yaituperbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.
12
 
                                                          
10
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang  Negara Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sumber: 
https://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%209%20Tahun%201998%20tentang%20Ke
merdKemer%20Menyampaikan%20Pendapat%20Di%20Muka%20Umum.pdf. Diakses pada 22 
Januari 2018 
11
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)online, Terhadap,Sumber: 
https://www.apaarti.com/terhadap.html. di akses pada 12 november 2018 
12
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Delik, Sumber: 
https://kbbi.web.id/delik. Diakses pada 22 Januari 2018. 
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2. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan 
hukum baik sendiri atau berkelompok dengan sengaja untuk merusak 
kehormatan orang atau badan hukum lain baik sendiri atau berkelompok 
dengan cara menuduh orang atau badan hukum yang dituduhkan bahwa telah 
melakukan suatu tindakan  tertentu dan yang menuduh sadar bahwa tuduhan 
yang dibuatnya akan tersebar atau diketahui oleh orang atau badan hukum 
lain, tuduhan tersebut dapat tersebar melalui lisan, tulisan atau gambar.
13
 
3. Dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu jauh kebawah 
(dari permukaan) atau masuk ketengah (dari tepi).
14
 
4. Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu hasil 
perbuatan memandang, (memperhatikan, melihat, dan sebagainya)
15
 
5. Hukum positif merupakan hukum yang diisbatkan.
16
 Sehingga dapat 
dipahami bahwa hukum positif dalam suatu negara tertentu untuk berlaku 
kepada setiap subjek hukum dalam negara tersebut atau subjek hukum di luar 
negara tersebut tetapi memiliki kaitan dengan negara tersebut dan berlakunya 
hukum tersebut memiliki skala waktu tertentu. 
6. Hukum Islam adalah serangkaian peraturan yang bersumber dari wahyu yang 
diformulasikan dalam bentuk fatwa, fikih, yurisprudensi, dan peraturan 
perundang-undangan yang mengikat seluruh umat Islam.
17
 
                                                          
13
Lihat Pasal 310 Undang-Undang  Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
14
 Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) online, dalam, sumber:  
https://kbbi.web.id/dalam. di akses 12 november 2018 
15
 Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) online, pandangan, Sumber: 
https://jagokata.com/arti-kata/pandangan.html. di akses 12 november 2018 
16
SoedjonoDirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Ed. 1; Cet. 15; Jakarta: Rajawali Pers, 
2012), h.  167. 
17
Sabri Samin, “Pengertian Hukum Islam Versi Indonesia” (Materi Kuliah Pemikiran 
Hukum Islam Kontemporer, Semester VI, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang 
disampaikan di Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Maret 2016). 
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Pada dasarnya penelitian ini dititikberatkan pada penentuan batas-batas 
antara kebebasan berpendapat dan delik pencemaran nama baik dalam pandangan 
hukum nasional dan hukum Islam dengan cara mencari pertentangan di antara 
keduanya. Untuk menentukan batas-batas diantara keduanya maka penelitian ini 
mengkaji tentang  penggalian asas-asas kebebasan berpendapat dan delik 
pencemaran nama baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun sumber-
sumber hukum Islam. Berdasarkan asas-asas keduanya menjadi dasar untuk 
menentukan perbedaan atau pertentangan diantara keduanya. 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan bagian dari suatu karya tulis ilmiah yang 
bertujuan untuk membuktikan bahwa karya tulis ilmiah tersebut bukan merupakan 
karya duplikat dari karya tulis ilmiah lain atau asli. Untuk membuktikan keaslian 
suatu karya tulis ilmiah maka diuraikan buku-buku dan/atau karya tulis ilmiah 
yang kaitannya dengan penelitian yang diteliti dengan mengemukakan perbedaan 
di antara buku-buku dan/atau karya tulis ilmiah dengan penelitian yang diteliti. 
Berikut beberapa buku atau karya tulis ilmiah yang kaitannya dengan penelitian 
ini. 
Topo Sanroso dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, salah satu 
bab di buku ini menjelaskan tentang Islam dan HAM. Pada bab tersebut salah satu 
sub-nya menguraikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam 
menentukan sikap yang salah satunya yaitu hak berbicara tetapi hak ini bukan 
merupakan kebebasan tanpa batas. 
Pada buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Topo Sanroso, S.H., M.H tersebut 
tidak hanya terfokus pada delik kebebasan berpendapat tetapi delik secara umum, 
sedangkan penelitian ini dikhususkan pada kebebasan berpendapat dan delik 
pencemaran nama baik (hanya membahas salah satu bagian dari delik). Selain itu 
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pada buku ini delik hanya dipandang dari hukum Islam, sedangkan penelitian ini 
menggunakan pandangan hukum Islam dan hukum nasional. 
Dalam buku yang berjudul Hukum Islam Keluasan dan Keadilannyaoleh 
Anwar Harjono S. Salah satu yang diuraikan dalam buku tersebut yaitu hak 
menyatakan pendapat. Berdasarkan buku tersebut dinyatakan bahawa setiap nilai 
individu hanya akan berarti apabila kebebasan berpendapat dijamin, karena hanya 
kebebasan berpendapat maka individu tersebut dapat menyatakan kepribadiannya 
dan dengan itu individu tersebut akan mendapatkan kebahagiaan rohani. 
Pada buku ini kebebasan berpendapat hanya merupakan salah satu point 
yang dibahas, sedangkan dalam penelitian ini hampir di setiap bagian pada karya 
tulis ilmiah ini menguraikan hak kebebasab berpendapat. Selain itu kebebasan 
berpendapat dalam buku ini hanya menggunakan sudut pandang hukum Islam, 
sedangkan pada penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum nasional dan 
hukum Islam. Perbedaan yang cukup mencolok juga antara buku ini dan 
penelitian tersebut yaitu pada penelitian ini ditentukan batas-batas antara 
kebebasan berpendapat dan delik pencemaran nama baik sedang dalam buku ini 
tidak diuraikan demikian. 
Dalam jurnal yang berjudul Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran 
Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial dan Media Massa yang 
ditulis oleh Nurun Nasmi, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016, 
menguraikan tentang perbedaan ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam 
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Tranksaksi Elektronik dan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).Kemudian dinyatakan bahwa apabila 
terjadi delik pencemaran nama baik terhadap publik figuroleh heaters maka yang 
diberlakukan yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi 
Elektronik berdasarkan asas lex spesialis derogate legi lex generalis. 
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Terdapat beberapa perbedaan antara jurnal ini dan penelitian ini yaitu; 
Pertama: Pada jurnal ini menitikberatkan delik pencemaran nama baik terhadap 
publik figuroleh heaters, sedangkan dalam penelitian ini menjangkau semua pihak 
dan termasuk pencemaran nama baik secara online maupun offline. Kedua: Dalam 
jurnal ini hanya menekankan pada hukum nasional sedangkan dalam penelitian ini 
ditekankan pada hukum nasional dan hukum Islam. Ketiga: Jurnal ini hanya 
mengurai tentang delik pencemaran nama baik sedangkan dalam penelitian ini 
diuraikan hak kebebasan berpendapat, delik pencemaran nama baik dan perbedaan 
di antara keduanya. 
Dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pencemaran Nama Baik yang ditulis oleh Wildan Muchladun, menguraikan 
bahwa pencemaran nama baik adalah hukum yang digunakan untuk menuduh 
seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang. Fakta 
tersebut haruslah tercetak, disiarkan, diucapkan, atau dikomonikasikan dengan 
orang lain. Disamping itu pencemaran nama baik bisa dikategorisasikan dalam 
bentuk fitnah, yakni dalam suatu pernyataan dalam suatu bentuk tertulis atau 
bentuk hujatan yang merupakan suatu pernyataan lisan atau sikap. 
Pada jurnal ini hanya menitikberatkan pada delik pencemaran nama baik 
sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya menguraikan delik pencemaran nama 
baik tetapi juga kebebasan berpendapat dan batas-batas atau ruang lingkup yang 
membatasi keduanya. Selain itu pada jurnal ini hanya menggunakan sudut 
pandang hukum nasional sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya 
menggunakan sudut pandang hukum nasional tetapi juga menggunakan sudut 
pandang hukum Islam. 
Dalam skripsi Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan 
Malaysia ditulis oleh Mohd Sabri Bin Mamat di Universitasnegeri Syarif 
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Hidayatullah Jakarta, menguraikan bahwa didalam konstitusi Indonesia dan 
Malaysia hak kebebsan menyatakan pendapat memperoleh jaminan yang tidak 
jauh berbeda. Selain membandingkan hak kebebasan berpendapat dalam tata 
hukum Indonesia dan Malaysia, skripsi ini juga mengurai kebebasan berpendapat 
dalam sudut pandang hukum Islam. 
Skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian perbandingan hukum 
dengan membandingkan hak kebebasan berpendapat dalam tata hukum Indonesia 
dan Malaysia sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian asas-asas 
hukum (maksudnya yaitu penelitian ini menggali asas-asas kebebasan 
berpendapat dan delik pencemaran nama baik berdasarkan pertautan perundang-
undangan dan sumber-sumber hukum Islam, kemudian menentukan batas-batas 
diantara keduanya). 
Berdasarkan uraian kajian pustaka tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat buku atau karya tulis ilmiah yang serupa atau sama dengan 
penelitian ini. Perbedaan mendasar antara buku-buku atau karya tulis ilmiah 
terdahulu dan penelitian ini terletak pada penelitian ini meneliti tentang batasan 
ruang lingkup antara hak kebebasan berpendapat dan delik pencemaran nama baik 
dengan menggali asas-asas keduanya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dan sumber-sumber hukum Islam, dimana berdasarkan asas-asas tersebut 
ditentukan perbedaan diantara keduanya, dimana hal ini tidak ditemukan dalam 
buku-buku atau karya tulis ilmiah terdahulu. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan prosedur atau langka-langka dalam 
penelitian. Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena menjadi 
tolak ukur bahwa penelitian yang dilakukan akan memiliki hasil yang tetap sama 
oleh orang yang berbeda tetapi hal yang diteliti sama serta dengan cara atau 
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langka-langka atau metode penelitian yang sama. Berikut metode penelitian pada 
penelitian ini sebagaimana diuraikan sebagaimana berikut, yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
terhadap asas-asas hukum yang merupakan salah satu jenis penelitian normatif.  
Jenis penelitian ini juga disebut studi Librari research.
18
 Jenis penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui asas-asas
19




Pada penelitian ini yang diteliti tentang asas-asas kebebasan berpendapat 
yang digali dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang kaitannya 
kebebasan berpendapat. Setelah diketahui asas-asas kebebasan berpendapat 
kemudian ditelaah yang kaitannya dengan delik pencemaran nama baik.  
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian merupakan titik tolak atau sudut pandang yang 
digunakan dalam meneliti suatu penelitian. Berikut pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Pendekatan Normatif 
Pendekatan normatif merupakan kegiatan dalam rangka studi atau 
penelitian yang menitik beratkan pada hukum positif atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Digunakannya pendekatan 
normatif dalam penelitian ini karena penelitian ini menguraikan tentang asas-asas 
                                                          
18
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Ed. 1; Cet. 13; Jakarta: Rajawali Pers, 
2012), h. 86. 
19
 Asas adalah a principles is the broad reason, wich lies at the base of rule of law atau 
terjemah bahasa Indonesia-nya yaitu suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasri 
adanya sesuatu norma hukum (Menurut C.W. Paton dalam bukunya A Textbook of jurisprudence) 
20
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, h. 86. 
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kebebasan berpendapat yang digali dari peraturan perundang-undangan terkait dan 
kaitannya antara kebebasan berpendapat dan delik pencemaran nama baik. 
b. Pendekatan Syar’i 
Pendekatan syar’imerupakan kegiatan dalam rangka studi atau penelitian 
yang menitikberatkan pada nilai-nilai syariat dan dalil-dalil syariat. Pendekatan 
sya’idigunakan dalam penelitian ini karena pada penelitian ini menguraikan 
tentang kebebasan berpendapat dan delik pencemaran nama baik dalam 
pendekatan hukum Islam. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langka-langka atau prosedur 
mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan pada penelitian iniyaitu studi kepustakaan yang dapat 
diuraikan sebagaimana berikut, yaitu:
21
 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 
diuraikan sebagaimana berikut, yaitu: 
1) Al-Qur’an dan Hadist serta dalil-dalil sya’i lainnya; 
2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 
1945; 
3) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebebasan 
berpendapat dan delik pencemaran nama baik. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer yang dapat diuraikan sebagaimana berikut, 
yaitu: 
1) Buku-buku hukum yang kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan 
delik pencemaran nama baik. 
                                                          
21
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, h. 185. 
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2) Karya tulis ilmiah (seperti artikel ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi dan lain-
lain) yang kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan pencemaran 
nama baik. 
c. Bahan hukum tertier atau bahan-bahan penunjang yang bukan merupakan 
bahan hukum tetapi dapat menjelaskan bahan hukum primer atau sekunder, 
seperti kamus, ensiklopedi, ilmu-ilmu lain di luar ilmu hukum dan lain-lain.  
4. Analisis Data 
Pada penelitian normatif penganalisisan bahan hukum tersebut tidak bisa 
melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.
22
 
Sehingga pada penelitian ini digunakan tafsiran hukum dalam menganalisa data. 
Tetapi secara khusus analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
analisis induktif. Analisis induktif adalah penetapan kebenaran suatu hal atau 
perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus atas 
kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu.
23
 Dipilihnya analisis induktif 
dalam penelitian ini karena hasil penelitian ini bersifat umum yang diperoleh 
dangan menganalisa hal-hal yang bersifat khusus. Berikut langka-langka analisis 
dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Menentukan asas-asas kebebasan berpendapat dan delik pencemaran nama 
baik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum 
Islam yang terkait; 
2. Menentukan batas-batas atau ruanglingkup antara kebebasan berpendapat dan 
delik pencemaran nama baik berdasarkan asas-asas kebebasan berpendapat 
dan delik pencemaran nama baik; 
                                                          
22
Amiruddin, H. ZainalAsikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2004), h.163. 
23
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Analisis, Sumber: 
https://kbbi.web.id/analisis. Diakses pada 22 Januari 2018. 
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3. Menentukan perbedaan antara kebebasan berpendapat dan delik pencemaran 
nama baik. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dalam suatu penelitian terdapat tujuan dan kegunaan. Tujuan penelitian 
merupakan hasil yang diharapkan atau ditargetkan dicapai dalam suatu penelitian, 
sedangkan kegunaan penelitian merupakan manfaat yang diharapkan dari hasil 
penelitian yang dapat menyelesaikan masalah yang diteliti. Berikut tujuan dan 
kegunaan penelitian ini, yaitu: 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah, yaitu: 
a. Untuk mengetahui asas-asas kebebasan berpendapat dan delik pencemaran 
nama baik berdasarkan hukum nasional dan hukum Islam; 
b. Untuk mengetahui batas antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama 
baik dalam hukum nasional dan hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut, yaitu: 
a. Kegunaan Teoretis 
Kegunaan teoretis pada penelitian ini yaitu sumbangsih terhadap 
pengembangan ilmu hukum pidana terkait kebebasan berpendapat dalam 
perspektif pencemaran nama baik; dan penelitian ini juga berguna sebagai bahan 
referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian serupa  
atau yang terkait dengan penelitian ini. 
b. Kegunaan Praktis 
Kegunaan praktis pada penelitian ini yaitu diharapkan masyarakat dapat 
dengan bijak ketika mengemukakan pendapat dengan merujuk pada asas-asas 
kebebasan berpendapat yang diuraikan dalam penelitian ini sehingga dapat 
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terhindar dari delik pencemaran nama baik; dan diharapkan hasil penelitian ini 
pula menjadi rujukan bagi penegak hukum terkhusus bagian pidana dalam 





TINJAUAN UMUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN 
DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK 
 
A. Gambaran Umum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat dan Delik 
Pencemaran Nama Baik 
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada 
manusia sejak lahir. Tanpa HAM mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia 
secara utuh (Jan Materson).
24
HAM bersifat universal tanpa memperhatikan faktor-
faktor pemisah seperti ras, agama, kasta, kepercayaan, jenis kelamin, atau 
kebangsaan. 
HAM bukan merupakan pemberian penguasa atau negara tetapi semata-
mata karena pemberian Tuhan karena kedudukannya sebagai manusia. Walaupun 
demikian, HAM memiliki korelasi yang erat dengan negara dan kekuasaan. 
Karena secara subtansial ide HAM lahir dengan tujuan untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan kekuasaan. 
Menurut John Locke,  HAM adalah hak-hak yang diberikan lansung oleh 
Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifat 
yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut 
hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa 
sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia 
atau lembaga kekuasaan. Adapun menurut Jerome J. Shestack, istilah HAM tidak 
ditemukan dalam agama-agama tradisonal. Namun demikian, ilmu tentang 
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EggiSudjana, Ham Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h. 3. 
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ketuhanan (theology) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal 
dari hukum yang lebih tinggi daripada negara dan sumbernya adalah Tuhan.
25
 
Sehingga dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak yang bersifat 
kodrati yang dibawah sejak lahir dan tanpanya manusia tidak dapat menjalani 
hidupnya, dimana hak-hak kodrati tersebut merupakan pemberian Tuhan (bukan 
pemberian manusia atau suatu kekuasaan seperti negara) sehingga tidak dapat 
ditiadakan ataupun dicabut oleh siapapun. Namun tidak dapat dipungkiri  bahwa 
HAM dapat dilecehkan oleh manusia atau suatu kekuasaan ataupun sebaliknya 
dengan memperkuat keberadaan HAM dalam kehidupan bermasyarakat. 
Kesadaran terhadap pentingnya HAM yang berdampak besar hingga 
sekarang terjadi setelah kehancuran luar biasa akibat Perang Dunia (PD) II. 
Dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi 
internasional pada tahun 1945 tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh yang 
sangat besar bagi perkembangan HAM hingga saat ini. dengan dibentuknya 
Piagam PBB yang menitikberatkan isinya yaitu HAM dan tujuan utama 




Salah satu jenis HAM yaitu kebebasan berpendapat. Kebebasan 
berpendapat adalah hak untuk berbicara atau menyampaikan pendapat dimuka 
umum. Sehingga dengan hak kebebasan berpendapat maka manusia dapat 
menyampaikan segala pendapatnya tanpa tekanan atau paksaan dalam artian 
setiap pendapat yang diucapkan atas kehendak bebas. 
Namun hak kebebasan berpendapat sering kali bertindihan dengan delik 
pencemaran nama baik. Sehingga walaupun manusia memiliki kehendak bebas 
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menyampaikan pendapat tetapi harus tetap memerhatikan hak-hak orang lain yang 
tidak dapat juga dilecehkan dengan menggunakan kebebasan berpendapat yang 
dimiliki. Sehingga manusia memiliki hak yang sama dan sama-sama menjaga hak 
antar-manusia. 
Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada 
dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan yang bukan dalam arti 
seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik 
memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu 
dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat tercemar, 
demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan 
tercemar. Oleh karena itu menyerang salah satu diantaranya kehormatan atau 




Nama baik adalah penilaian baik menutut anggapan umum tentang 
perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya, nama baik seseorang 
selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang 
lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam 




Dalam kamus hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina 
atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang laindan 
menyiarkan agar supaya diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis. 
Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghinaan 
atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama 
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seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau 
tidak ditujukan untuk menyiarkan kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi 
terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.
29
 
Dalam pencemaran nama baik paling sering terjadi dalam media sosial. 
Baik dalam menyampaikan berita itu secara tertulis maupun secara lisang atau 
siarang langsung. Menjelek-jelekan kehormatan atau nama baik sesorang itu ada-
ada saja cara untuk melakukannya, bisa melaui media cetak (koran) ataupun 
dalam bentuk penyiaran radio bahwa sanya si A melakukan yang tidak-tidak. 
Jikalau sesorang ingin mencemarkan nama baik atau  kehormatannya di media 
sosial dia bisa saja mengunggah foto dan menfitnah orang yang berarah ke sifat 
negatif atau yang tidak-tidak. Intinya orang tersebut ingin menjjatuhkan seseorang 
lantasan mungkin iya merasa iri atas kehidupan yang dimilikinya. 
 
B. Dasar Hukum Tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Delik 
Pencemaran Nama Baik 
Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. HAM merupakan 
salah satu poin utama yang diatur dalam negara hukum (rechtstaat). Dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia,HAM secara umum diatur pada UUD 
NRI Tahun 1945 pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, sedangkan secara 
khusus diatur pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi 
Manusiamengatur bahwaHAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, 
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hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia.  
Terdapat berbagai macam HAM yang salah satunya diatur pada Pasal 28 
UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Berdasarkan pasal ini 
maka dapat dipahami bahwa salah satu HAM yang diatur dalam tata hukum di 
Indonesia yaitu mengeluarkan pikiran dengan lisan dan/atau tulisan yang 
merupakan ungkapan umum dari kebebasan berpendapat. 
Kebebasan berpendapat merupakan hal yang sangat urgen pada masa 
sekarang mengingat komunikasi merupakan hal yang sangat kompleks seiring 
perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dan Indonesia sebagai negara 
hukum menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diatur pada 
Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk 
berkomonikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosilanya. Serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia. Sehingga dapat dipahami bahwa letak 
kebebasan berpendapat terletak pada hak berkomunikasi dan memperoleh 
informasi.  
Dalam tata hukum di Indonesia, kebebasan berpendapat diatur dalam UU 
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 
DimukaUmum,pada bagian huruf a ditegaskan bahwa kemerdekaan 
menyampaikan pendapat dimuka umum adalah HAM yang dijamin oleh UUD 
NRI 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Pada huruf b UU 
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka 
Umumdiatur bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum 
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merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara untuk setiap warga negara. 
Kebebasan berpendapat salah satu ujung tanduk demokrasi yang memiliki 
makna bahwa salah satu hal utama dalam negara demokrasi yaitu kebebasan 
berpendapat. Karena kebebasan berpendapat merupakan bentuk keterbukaan 
antara rakyat dan pemerintah. Sehingga Indonesia sebagai negara demokrasi 
menjungjung tinggi hak kebebasan berpendapat. 
Bahwa untuk membangun Negara demokrasi yang menyelenggarakan hak 
kebebasan berpendapat diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai. 
Untuk mengujudkan suasana aman, tertib dan damai dalam penyampaian 
kebebasan berpendapat maka hak ini diatur dalam peraturan perundang-undangan 
(mengingat Indonesia sebagai negara hukum) . 
Setiap orang memiliki hak kebebasan berpendapat akan tetapi setiap orang 
dalam menggunakan hak menyampaikan pendapat yang dimilikinya di muka 
umum harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga HAM terkhusus hak 
kebebasan berpendapat bukanlah hak bebas untuk bertindak, melainkan 
menggunakan haknya dengan sikap tanggungjawab (tidak mengganggu atau 
merusak hak orang lain dalam pemenuhan hak diri pribadi). 
Secara umum setiap orang bebas berpendapat dengan berbagai ragam 
bentuk komunikasi dan secara khusus kebebasan berpendapat di muka terdapat 
beberapa ragam berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi 
Manusia, sebagaimana berikut yaitu: 
1. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk 
mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya yang secara 
demonstrative di muka umum; 
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2. Pawai adalah dengan cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di 
jalan umum; 
3. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan 
pendapat dengan tema tertentu; 
4. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang 
dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu. 
Dalam hak kebebasan berpendapat tidak hanya dimiliki oleh perseorangan 
tetapi juga setiap kelompok masyarakat memiliki hak yang sama untuk 
menyampaikan pendapat. Hal ini dipertegas pada Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap warga negara, 
perorangan atau kelompokbebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak 
dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 
Terlepas setiap orang atau kelompok memiliki hak kebebasan berpendapat, 
akan tetapi setiap hak selalu diiringi tanggungjawab terhadap hak tersebut, agar 
setiap orang atau kelompok terpenuhi haknya masing-masing. Hal ini bertujuan 
agar setiap orang atau kelompok dalam memenuhi haknya tidak sampai pada titik 
mengganggu atau/dan merusak hak orang atau kelompok tertentu. 
Pemenuhan hak yang bertanggungjawab diatur dalam Pasal Pasal 28J ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu setiap orang wajib menghormati HAM orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai 
pemenuhan hak yang bertanggungjawab maka setiap orang atau kelompok harus 
tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
sebagaimana hal ini diatur padaPasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 
26 
 
Namun sayangnya terkadang dalam pemenuhan hak terkhusus hak 
kebebasan berpendapat seringkali dianggap tidak diiringi sikap tanggungjawab 
yang berakibat merusak hak orang atau kelompok tertentu. Dalam hal ini hak yang 
dianggapdirusak dengan sikap memenuhi hak kebebasan berpendapat yang 




Pencemaran nama baik diatur dalam  Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) pada Pasal 310-321. Gambaran umum pencemaran nama baik dan 
sanksi pidananya diatur pada Pasal 310 yang mengatur bahwa; (1) Barang siapa 
dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 
menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, 
diancam karena pencemaran pidana penjara paling lama sembilang bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu 
dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau 
ditempel dimuka umum, maka dianacam karena pencemaran tertulis dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau 
pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau 
kaena terpaksa membela diri.
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Hak kebebasan berpendapat dan tindak pidana pencemaran nama baik 
merupakan dua hal yang menggambarkan hak dan tanggungjawab. Setiap orang 
atau kelompok tertentu berhak menyampaikan pendapat tetapi dalam pemenuhan 
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hak terdapat tanggungjawab untuk tidak merusak atau mencemarkan nama baik 
orang atau kelompok tertentu. 
Pada penelitian ini menitikberatkan pada penentuan ruang lingkup atau 
tindakan-tindakan mana yang termasuk tindakan penggunaan hak kebebasan 
berpendapat dan rung lingkup atau tindakan-tindakan mana yang termasuk 
tindakan pencemaran nama baik. Penelitian ini menganggap penting untuk 
mengkaji dua hal ini agar dalam menentukan masing-masing tindakan tersebut 
dapat dengan lebih mudah. Sehingga masyarakat dapat menggunakan hak 
kebebasan berpendapat yang dimilikinya dengan sikap tanggungjawab atau tidak 




















ASAS-ASAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN DELIK PENCEMARAN 
NAMA BAIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF 
 
A. Asas-asas Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Hukum Positif 
John Locke, seorang teoretisi demokrasi mengatakan bahwa manusia 
sebagai manusia, terpisah dari semua pemerintah atau masyarakat, mempunyai 
hak tertentu yang tidak pernah boleh diserahkan atau dirampas. Manusia tidak 
menyerahkan hak ini untuk bergabung membentuk suatu masyarakat atau 
pemerintah, dan masyarakat atau pemerintah tidak boleh mencoba merampas hak-
hak ini. Jika pemerintah mencoba merampas hak-hak tersebut, maka manusia 
dibenarkan melakukan revolusi untuk mengubah pemerintahan. Tidak semua 
teoritisi demokrasi menganjurkan pendapat yang terakhir ini. Hak yang dimiliki 
atau yang harus dimiliki seseorang lebih sering dinamakan hak alamiah, 
sedangkan hak yang diperoleh dari pemerintah dinamakan hak sipil. 
Hak alamiah, misalnya hak atas kebutuhan minimum akan pangan, 
sandang dan perlindungan yang diperlukan untuk dapat hidup di suatu masyarakat 
tertentu. Tolak ukur kehidupan berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya, 
maka tentu saja kebutuhan minimum juga berbeda. Hak yang diperoleh dari 
pemerintah dinamakan hak sipil. Hak-hak sipil meliputi kebebasan atau 
kemerdekaan spesifik sebagai berikut: 
1. Hak untuk memilih; 
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat; 
3. Kebebasan pers; 
4. Kebebasan beragama; 
5. Kebebasan dari perlakuan semena-mena oleh sistem politik dan hukum; 
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6. Kebebasan bergerak; 
7. Kebebasan berkumpul dan berserikat. 
Terdapat beberapa perbedaan pendapat yang minimum, namun 
kebanyakan pemikir memandang kebebasan mengeluarkan pendapat sebagai 
kebebasan yang  paling penting. Dalam demokrasi, kebebasan mengeluarkan 
pendapat mempunyai satu tempat yang khusus hak untuk memilih tidak berarti 
banyak jika tidak mendapat informasi yang cukup memadai mengenai gagasan 
dan program oposisi dan jika mengemukakan pendapat sendiri tidak 
dimungkinkan. Alasan yang sama terletak di belakang kemerdekaan pers dan 
kebebasan berkumpul. Hak untuk mengemukakan pendapat dan untuk berkumpul 
guna membahas bersama-sama masalah politik, merupakan hak-hak yang 
fundamental jika rakyat diharapkan untuk memberikan suara secara kritis dan 
tepat. Hak untuk memberikan suara mengadung pula suatu hak atas informasi dari 
kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis. Kebebasan 
mengeluarkan pendapat menuntut kebebasan berserikat dan berkumpul, 
kebebasan berbicara tidak ada artinya tanpa massa pendengar. 
John Stuart Mill (1806 – 1873) menjelaskan pentingnya kebebasan 
berbicara dan pers dengan cara yang agak berbeda di dalam karya klasiknya. Oleh 
karena itu, kebebasan berbicara merupakan bidang kebebasan manusia yang tepat. 
Bidang ini, pertama-tama terdiri dari bidang kesadaran batin, yang menuntut 
adanya kebebasan kata hati dalam artian yang paling sempurna, kebebasan 
pemikiran dan perasaan, kebebasan mengungkapkan pendapat dan perasaan 
terhadap semua hal, yang bersifat praktis atau spekulatif, keilmuan, moral, atau 
teologi. Kebebasan mengungkapkan atau mempublikasikan pendapat tampaknya 
dapat digolongkan dalam prinsip yang berbeda, karena hal itu termasuk dalam 
bagian perilaku individu yang memikirkan orang lain, tetapi karena hampir sama 
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pentingnya dengan kebebasan berpikir itu sendiri dan cenderung berlandaskan 
pada alasan yang sama, maka secara praktis ia tidak dapat dipisahkan darinya. 
Bagi Mill, pikiran membutuhkan kebebasan untuk mengeluakan pendapat 
secara lisan dan tertulis. Pencarian kebenaran menuntut bahwa tantangan 
perdebatan dan perbedaan pendapat dimungkinkan. Mill mengemukakan hal ini 
dari empat sudut pandang yang berbeda: 
1. Apabila sesuatu pendapat dipaksa untuk diam, kita dapat mengetahuinya 
dengan pasti bahwa pendapat itu mungkin benar. Menyangkal hal ini berarti 
kita berasumsi bahwa kita tidak mungkin salah.  
2. Meskipun pendapat yang dipasung itu boleh jadi salah, hal itu mungkin, dan 
setidak-tidaknnya seringkali mengandung kebenaran dan karena pendapat 
umum atau yang tersebar luas tentang suatu hal jarang atau tidak pernah 
benar seluruhnya, maka hanya dengan mengawinkan berbagai pendapat yang 
berbeda kita dapat memperoleh kebenaran.  
3. Sekalipun pendapat yang diterima mungkin tidak hanya benar, tetapi benar 
dalam artian menyeluruh, jika hal itu ditindas dan kenyataannya memang 
demikian, serta ditentang keras dan gigih, pendapat itu akan dianut dengan 
prasangka oleh hampir semua orang tanpa benar-benar memahami dan 
merasakan landasan nalarnya.  
4. Ternyata tidak hanya itu, tetapi arti doktrin itu sendiri akan terancam hilang 
atau ditafsirkan secara keliru dan tidak memiliki arti persepsi fomal, tidak 
ampuh bagi kemanfaatan, sebaliknya merusak landasan dan menghambat 
pertumbuhan setiap kenyakinan yang sesungguhnya dan dirasakan penuh, 
yang timbul dari penalaran atau pengalaman pribadi. 
Tanpa kebebasan berbicara kebenaran akan hilang, tidak pernah ditemukan 
atau melemah. Dengan mengasumsikan bahwa kebenaran dapat ditemukan, 
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kebebasan berbicara adalah penting, sekalipun tidak ada kebenaran yang harus 
ditemukan kebebasan berbicara tetap masih penting sebagai satu-satunya alat yang 
tersedia untuk memilih yang terbaik dari yang terburuk. 
Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. 
Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan 
pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan 
pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. 
Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia 
yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
menentukan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. 
Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan salah satu 
Pasal Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menjelaskan: “Setiap 
orang berhak atas kebebesan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan 
tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan 
keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang 
batas-batas”. Perwujudan kehendak agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan 
baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau 
pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari 
proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak 
menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman 
dalam kehidupan masyarakat. 
Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 
harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional 
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sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi 
Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut: 
1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan 
pengembangan kepribadiannnya secara bebas dan penuh; 
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-
mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud 
untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan 
orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, serta 
kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; 
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan 
dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi 
hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak 
asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan dalam 
bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan 
penegakan hukum. 
Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari 
sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, 
maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan 
asas-asas sebagai berikut: 
1. Asas keseimbangan antar hak dan kewajiban; 
2. Asas musyawarah antara hak dan mufakat; 
3. Asas kepastian hukum dan keadilan; 
4. Asas proposionalitas; 




Penjelasan asas-asas tersebut yaitu: 
a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban 
Asas ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama 
dalam menyampaikan pendapatnya. Tetapi, setiap orang juga harus menghargai 
dan menghormati kebebasan orang lain dan menyampaikan keinginannya. 
b. Asas musyawarah dan mufakat 
Dalam menyampaikan pendapat setiap warga negara Indonesia diharapkan 
menjunjung tinggi kebersamaan. Musyawarah adalah pembahasan bersama 
dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Mufakat adalah 
sepakat, sehati, atau setuju. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu 
kemungkinan untuk dapat mengambil keputusan secara bersama atas dasar saling 
menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang telah dikemukakan. 
c. Asas kepastian hukum dan keadilan 
Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berpendapat, setiap orang harus 
tunduk pada hukum atau undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin 
pengakuan dan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Apabila 
aturan itu dilanggar, maka siapapun harus menerima akibat pelanggaran tersebut 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 
d. Asas proporsionalitas 
Asas ini adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan 
konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, 
lembaga maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, sosial 
dan etika institusional. 
e. Asas manfaat 
Penyampaian pendapat yang dilakukan harus dapat menempatkan nilai 
lebih seorang warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
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bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 
Artinya berpendapat itu harus jelas manfaat atau kegunaannya. Tidak asal 
berpendapat saja, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada diri 
sendiri, orang lain, dan yang terpenting adalah tanggung jawab secara moral 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang 
bertanggungjawab dalam berfikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di 
muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan 
pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaanya diharapkan dapat mencapai 
tujuan untuk: 
1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggungjawab sebagai salah satu hak asasi 
manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan 
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; 
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan 
kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab 
dalam kehidupan berdemokrasi; 
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau 
kelompok. 
Sejalan dengan tujuan tersebut di atas rambu-rambu hukum harus memiliki 
karakteristik otonom, responsif, dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik 
represif. Dengan berpegang teguh pada karakteristik tesebut, maka Undang-
Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 




chrome..69i57.1138j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018. 
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merupakan ketentuan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di 
satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945, dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik 
maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan 
dalam pembentukan dan penegakan hukum. 
Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Pasal 
1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan 
menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan 
pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-
undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 




B. Delik Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum Positif 
Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak 
tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, nama baik 
seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang 
baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum 
berdasarkan dalam suatu masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut 
dilakukan dalam konteks perbuatannya.
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Pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk penghinaan. R. Seosilo 
menerangkan yang dimaksud dengan “menghina” yaitu “menyerang kehormatan 
dan nama baik seseorang, yang diserang itu merasa “malu”. “kehormatan” yang 






RifqiSjariefAssegaf , Pers Diadili, Jurnal, Leip3, Edisi 3, (t.tp: t.p, 2004) h. 17. 
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diserang ini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan kehormatan 
lapangan seksuil”.
35
 Menurut Mv. T, penyerangan kehormatan atau nama baik 
dapat berbentuk menuduh melakukan suatu perbuatan yang tidak terhormat 
(outeerende feiten) yang tanpa menggunakan kata-kata menyakitkan (krenkende 
woorden of uit drukking) disebut penghinaan materil. Penghinaan berupa kata-
kata yang menyakitkan (krenkende woorden) atau perbuatan (feiteliyk heden) 
disebut penghinaan formil. 
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Pencemaran nama baik atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling 
sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara 
tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander.
37
 Fitnah 
merupakan suatu kasus delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada 
pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh 
pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina 
dapat mengadu ke aparat hukum. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan 
memiliki hak untuk melakukan tuntutan ke pengadilan melalui jalur pidana 
maupun perdata, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana 
penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama 
baik. Terdapat tiga catatan penting dalam pencemaran nama baik, yakni :  
1. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif 
yang artinya penelitian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak 
yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran 
merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang 
jika ada pengaduan dari korban pencemaran.  
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2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang 
berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan 
umum oleh pelaku.  
3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal 
yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi 
kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.
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Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata 
penghinaan, dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan 
menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Merupakan suatu kewajiban 
bagi setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut rasa hormatnya 
(kehormatan) dan nama baiknya. Kehormatan sesorang menjadi persoalan hak 
asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 
No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatakan bahwa, 
“hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara 
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia.”  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkategorikan 
penyerangan nama baik dan kehormatan seseorang sebagai bentuk penghinaan. 
Delik penghinaan yang dilindungi adalah “kehormatan atau nama baik orang”. 
Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi:  
1. Terhadap pribadi perorangan.  
2. Terhadap kelompok atau golongan.  
3. Terhadap suatu agama.  
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4. Terhadap orang yang sudah meninggal. 
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau 
wakilnya dan pejabat perwakilan asing.
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) setidaknya terdapat 16 
pasal yang mengatur tentang penghinaan. Adapun penggolongan penghinaan yang 
dimaksud dalam pasal-pasal penghinaan tersebut adalah:  
1. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden diancam oleh Pasal 124, 
136, dan 137. Penghinaan terhadap raja, kepala Negara sahabat, atau wakil 
Negara asing diatur dalam Pasal 142, 143, dan 144.  
2. Penghinaan terhadap institusi atau badan umum (seperti DPR, Menteri, MPR, 
Kejaksaan, Kepolisian, Gubernur, Bupati, Camat dan sejenisnya) diatur 
dalam Pasal 207, 208, dan 209.  
3. Jika penghinaan itu terjadi atas orangnya (pejabat pada instansi Negara) maka 
diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315.  
4. Selain itu, masih terdapat sejumlah pasal yang bisa dikategorikan dalam delik 
penghinaan ini, yaitu Pasal 317 (fitnah karena pengaduan atau pemberitahuan 
palsu kepada penguasa), Pasal 320 dan 321 (pencemaran atau penghinaan 
terhadap seseorang yang sudah mati). Memerhatikan ketentuan Pasal 310 
KUHP, maka kriteria atau unsur dari pencemaran nama baik adalah (1) 
dengan sengaja, (2) menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, (3) 




Adapun penjelasan dari unsur-unsur ketentuan Pasal 310 KUHP dapat 
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 
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1. Pertama, dengan sengaja sebagai unsur pencemaran nama baik adalah adanya 
niat atau maksud dari pelaku. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, 
pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran 
terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.  
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain sebagai unsur pencemaran 
nama baik, yang dimaksud adalah melanggar kehormatan dan nama baik, 
sehingga orang yang kehormatan atau nama baiknya dilanggar menjadi 
merasa malu.  
3.  Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai unsur pencemaran 
nama baik, yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak 
dapat dipastikan kebenarannya. 
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum sebagai unsur 
pencemaran nama baik, yang dimaksud adalah tuduhan itu agar diketahui 
oleh masyarakat atau sedikitnya oleh dua orang, sehingga orang yang 
dituduhkan menjadi malu.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampak jelas bahwa pencemaran 
nama baik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang 
diatur di dalam Pasal 310 KUHP. 
Pencemaran nama baik terbagi atas dua, yaitu pencemaran nama baik 
secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji 
dalam bukunya, pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dibagi 
atas:  
1. Penghinaan materiil 
Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan 
yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang 
menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara 
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tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa 
tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. 
2. Penghinaan formil 
Dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana pernyataan tersebut 
dikeluarkan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar 
dan tidak objektif.  
Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, 
istilah tersebut dikenal dengan delik aduan. Kecuali jika penghinaan ini dilakukan 
terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara 
sah. Dalam KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan dalam 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik 
materiil saja.  
Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai penghinaan, 
yaitu:  
 
“Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata 
akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan manista, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima 
ratus rupiah”.  
Maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:  
1. dengan sengaja;  
2. menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;  
3. menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan  
4. dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.  
Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Dengan sengaja  
Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, 
yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya, 
pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran 
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terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Dalam hal ini, si pelaku 
menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata itu diucapkan dan mengetahui bahwa 
kata-kata tersebut merupakan kata-kata “menista”, bahwa si pelaku bukan 
mempunyai niat untuk menghina atau menista, tidak merupakan bagian dari 
dolusdan opzet. Lain halnya kalau pelaku mengucapkan kata-kata tersebut dalam 
keadaan mabuk atau dalam keadaan bermimpi, karena pelaku dalam kedua hal 
tersebut berbuat tanpa kesadaran yang wajar. 
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain  
Kata menyerang yang dimaksud bukan berarti menyerbu melainkan dalam 
arti melanggar. Kata “nama baik” dimaksudkan sebagai kehormatan yang 
diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau 
kedudukannya.  
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu  
Kata “perbuatan tertentu” dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan 
tersebut dinyatakan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut 
waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah 
penghinaan biasa (ringan).  
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum  
Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat 
dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”. Khusus terhadap pembuktian, 
diperlukan kehati-hatian karena jika tuduhan akan perbuatan tersebut berupa gosip 
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KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PENCEMARAN NAMA BAIK 
DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Islam 
Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. 
Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan 
pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan 
pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. 
Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi 
manuasia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945 menentukan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
Undang-Undang”. 
Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan salah satu 
Pasal Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menjelaskan: “Setiap 
orang berhak atas kebebesan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan 
tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan 
keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang 
batas-batas”. Perwujudan kehendak agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan 
baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau 
pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari 
proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak 
menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman 
dalam kehidupan masyarakat. 
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Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum 
harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi 
Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut: 
1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan 
pengembangan kepribadiannnya secara bebas dan penuh 
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-
mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud 
untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan 
orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, serta 
kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis; 
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan 
dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi 
hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak 
asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan dalam 
bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan 
penegakan hukum. 
Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari 
sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, 
maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan: 
Hak kebebasan ditetapkan sebagai asas dari langit seiring turunnya Islam, 
untuk meninggikan manusia di muka bumi ini dan mengokohkan sisi 
kemanusiaan. Tak ada satu hari pun dari bentuk kelahiran kecuali selalu 
berinteraksi dengan kumpulan masyarakat, atau memberikan nilai pergerakan 
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yang dituntut oleh mereka yang merasa terhalangi kebebasannya, sebagaimana 
realitas yang banyak terjadi pada manusia di zaman sekarang. 
Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu yang bisa 
dipandang dari beberapa urusan, baik yang umum maupun khusus. Pendapat dan 
apa yang didengar dari pihak lain, merupakan hak setiap individu dalam 
menghormati pemikiran serta perasaan, selagi tidak berkaitan dengan permusuhan 
kepada hak orang lain. 
Sedangkan kebebasan berpendapat dalam makna yang seperti ini 
merupakan hak jaminan dan ketetapan bagi setiap Muslim. Syariat Islam 
menetapkan hak-hak dirinya. Apa yang ditetapkan syariat Islam atas hak setiap 
individu, tidak ada seorang pun yang menguasai keputusan atau memaksa dan 
mengingkarinya. Bahkan, kebebasan berpendapat wajib atas setiap Muslim dan 
tidak bisa terlepas dari dirinya. Allah telah mewajibkan nasihat dan perintah pada 
yang baik dan mencegah kemungkaran. Tidaklah mungkin menegakkan 
kewajiban syariat ini selagi seorang Muslim tidak bisa bebas memenuhi haknya 
dalam mengemukakan pendapat dan kebebasannya dalam hak tersebut. 
Kemerdekaan dan kebebasan berpendapat bagi seorang Muslim merupakan sarana 
untuk menegakkan kewajiban ini. Tidaklah kewajiban amar makruf nahi mungkar 
ditegakkan kecuali dengan kebebasan berpendapat. Maka, memberikan kebebasan 
dalam berpendapat adalah perkara yang wajib. 
Islam memberikan toleransi akan kebebasan berpendapat dalm segala 
ruang lingkup perkara dunia, baik dalam urusan umum maupun kelompok. Hal itu 
tampak jelas terlihat dalam kisah Saad bin Muadz dan Saad bin Ubadah ketika 
Rasulullah mengajak keduanya untuk bermusyawarah dalam perjanjian dengan 
Bani Ghathafan untuk memberikan upeti sepertiga hasil dari kurma Madinah 
hingga mereka bersedia untuk keluar dari perjanjian pada saat Perang Ahzab. 
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Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Hai Muhammad, bagikan 
kepada kami kurma dari Madinah.” Dikatakan juga, “Sampai memenuhi 
ketinggian sekian dan sekian.” Lantas beliau mengutus Saad bin Muadz, Saad bin 
Ubadah, Saad bin Rabi’, Saad bin Khaitsamah, saad bin Mas’ud, seraya berkata, 
“Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa orang-orang Arab telah melempar 
kalian dengan satu panah (bersatu padu), dan Harits telah memberikan pada kalian 
pilihan untuk membagikan kepadanya kurma Madinah. Jika kalian bersepakat 
untuk membayar kepadanya selama satu tahun ini sampai kalian melihat urusan 
sesudahnya.” 
Mereka menjawab, “Ya Rasulullah, jika ini wahyu dari langit maka kami 
tunduk kepada perintah Allah. Jika ini pendapat atau kehendak Anda, kami harus 
mengikut dan menurut kepada kehendak Anda tersebut? Namun jika Anda ingin 
mengetahui pendapat kami, maka demi Allah, kami melihat kita dengan mereka 
sama, tidaklah kami akan memberikan kurma kecuali dengan membeli atau 
kesepakatan (jual beli).” 
Hadits di atas dan nash lainnya juga berhubungan dalam nasihat pada 
kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana dalam firman-Nya, “Dan 
orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian (mengerjakan) 
yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar.” (Al-Baqarah: 71), juga sabda 
Rasul, “Agama itu nasihat.” Kami bertanya, “Nasihat siapa ya Rasulullah?” 
Beliau menjawab, “Nasihat kepada kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum 
Muslimin dan seluruh umat.” 
Imam Nawawi dalam syarah hadits ini mengatakan, nasihat kepada 
pemimpin kaum Muslimin adalah menolong mereka pada kebenaran, taat kepada 
mereka dalam kebenaran tersebut, memerintah mereka pada kebenaran, melarang 
mereka menyelisihinya, mengingatkan mereka dengan lemah lembut dan 
46 
 
menunjukkan mereka atas apa yang mereka lalaikan, tidak menyampaikan hak-
hak kaum Muslimin.  
Rasulullah juga bersabda, “Jangan melarang seseorang memberikan hak 
kepada manusia untuk mengatakan kebenaran jika dia mengetahuinya.” Juga 
dalam sabdanya, “Jihad paling mulia adalah mengemukakan kalimat yang benar 
(haq) di hadapan penguasa yang sewenang-wenang.” 
Kewajiban untuk menegakkan amar makruf dan nahi mungkar 
mengharuskan adanya kebebasan berpendapat, dimana Allah Ta’ala telah 
memerintahkan kewajiban ini. Artinya, memberikan mereka hak mengemukakan 
pendapat, jika melihat suatu kebaikan atau kemungkaran beruap perintah dan 
larangan. Begitu pula wajib melaksanakan musyawarah dengan para pemimpin 
atau penguasa yang mewajibkan mereka untuk bebas mengemukakan pendapat 
itu. 
Kebebasan berpendapat ini telah dipraktikkan oleh sejarah Islam sejak 
kurun waktu yang sangat panjang dengan ama menakjubkan. Satu contoh, seorang 
sahabat mulia, Habab bin Mundzir Radhiyallahu Anhu memberikan pendapatnya 
secara pribadi dalam mengatur strategi pada Perang Badar yang tidak sesuai 
dnegan apa yang dipandang oleh Rasul, lantas Rasul pun mengikuti pendapatnya 
itu. Sebagaimana pula ungkapan pendapat sebagian sahabatnya tentang 
peristiwa haditsul Ifki, di antara mereka ada yang mengisyaratkan kepada nabi 
untuk menalak Aisyah kecuali bahwa Al-Qur’an melepaskannya dari tuduhan 
fitnah tersebut. Masih banyak lainnya dari pendapat sahabat dan sesudah mereka 
yang mengemukakan pendapat secara bebas. 
Karena itu, apabila kebebasan berpikir merupakan hak yang telah 
ditetapkan dalam syariat Islam, maka seseorang tidak boleh menyakiti hak 
kebebasan berpikir orang lain demi memaksakan kehendaknya. Karena itu, syariat 
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memberikan izin untuk mengemukakan pendapatnya. Sebagaimana seorang 
wanita menolak pendapat Umar bin Kaththab padahal ketika itu dia sedang 
berkhutbah di masjid tentang masalah mahar. Namun Umar tidak melarangnya, 
bahkan diketahui pendapat yang benar adalah pendapat perempuan tersebut, 
dengan perkataan Umar, “Perempuan ini benar dan Umar yang salah.” 
Karena itu, sepatutnya seorang Muslim menggunakan haknya dalam 
mengemukakan pendapat diiringi amanah dan kejujuran. Dengan demikian, dia 
berkata dengan sesuatu yang menurutnya benar, meski kebenaran itu perkara sulit 
bagi dirinya. Tujuan kebebasan berpendapat adalah menjelaskan yang hak dan 
kebenaran serta membawa manfaat bagi yang mendengar. Tujuan kebebasan 
berpendapat bukan untuk berkelit dan menutup-nutupi kebenaran. Hendaklah dia 
juga menjelaskan pendapatnya itu untuk kebaikan, tidak bermaksud zhalim dalam 
pendapatnya juga tidak bermaksud riya atau pamer, menghembus-hembuskan 
keraguan (kebenaran), memakai gaun kebenaran dengan kebatilan, atau 
merendahkan hak-hak manusia, membesar-besarkan keburukan dan menguasai 
urusan, merendahkan kebaikan, meremehkan urusan serta menampakkan kehinaan 
mereka, hingga manusia merasa terpengaruh dan memetik hasilnya.Karena itu, 
kebebasan berpendapat sebagaimana yang ditetapkan syariat Islam, merupakan 




Konsep kebebasan ( al- h urriyyah atau liberty ) dalam Islam, asal 
mulanya adalah konsep ikhtiyar dan taqdir, yang berkaitan dengan kebebasan atau 
tidaknya manusia dalam melakukan perbuatannya, dalam termiteologi atau 
agama. Kemudian setelah terjadinya kontak dengan dunia barat konsep tersebut 
berkembang menjadi lebih luas cakupannya. Seperti kebebasan berekspresi atau 






mengemukakan pendapat, berfikir, kebebasan berpolitik atau kebebasan ekonomi. 
Kebebasan dalam Islam lebih terbatas dan terarah, atau dengan kata lain bebas 





B. Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam 
Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana 
yang harus dihukum, karena akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan nama 
baik, kehormatan orang lain tercemar dan rusak. Perbuatan-perbuatan yang 
termasuk di dalamnya berupa penghinaan, menuduh wanita baik-baik atau laki-
laki baik-baik berzina (Qad|af), ghibah (menyebutkan hal-hal yang tidak disukai 
saudaranya), membuka aib saudaranya, dan memberi gelar yang buruk.
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Adapun rukun-rukun yang harus ada dalam jarimah Qadzf, yaitu (1) isi 
tuduhan harus berupa tuduhan zina atau menafikan nasab, (2) pihak yang tertuduh 
harus memenuhi syarat yaitu: berakal sehat, beragama islam,balig, merdeka dan 
iffah (menjaga nafsu seksual), (3) ada niat untuk melawan hukuman, apabila 
semua syarat dan rukun harus terpenuhi pelaku bisa dikenai hukuman cambuk 
sebanyak delapan puluh kali.
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Semua perbuatan tersebut dilarang oleh Syara' dan mendapat hukuman 
sesuai ketentuan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam pembuktiannya keterangan 
dari saksi ataupun pengakuan dapat diterima di pengadilan. Termasuk menerima 
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Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang 
dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur 
sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah “ 
Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lage”(tidak ada delik, tidak ada 
pidana tanpa peraturan lebih dahulu).
47
 Seperti halnya kaidah yang menyatakan 
bahwa; “tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang 
melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash 
dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggung jawabkan orang yang 
melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi”. Seperti bunyi kaidah: 




Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah (pidana) apabila 
perbuatan itu memenuhi beberapa unsur umum sebagai berikut;  
1. Adanya nas, yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman 
terhadapnya, dan unsur ini bisa disebut “unsur formil”(rukun al-syar’i).  
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-
perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur 
materiil”(rukun al-maddi).  
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3. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung 





C. Perbedaan Kebebasan Berpendapat dan Pencemaran Nama Baik 
Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam 
Kebebasan berpendapat merupakan implementasi dari hak asasi manusia 
yang secara internasional telah diakui dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi 
Manusia dan kemudian diamanatkan oleh Undang-undang dasar (UUD 45) di 
dalam Pasal 28 yang mengatur "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan 
dengan undang-undang". Selain itu Kemerdekaan mengeluarkan pendapat juga 
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU HAM, bahwa kemerdekaan menyampaikan 
pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan 
lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
50
 
Walaupun kebebasan berpendapat memiliki provisi yang luas, namun 
bukan berarti hak ini tidak dapat dibatasi. Konstitusi Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 telah mengadopsi model- model pembatasan yang bertujuan untuk 
melindungi dan memenuhi hak-hak lain seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 J 
ayat (2)".
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 Pasal 6 Undang-undang Nomor  9 Tahun 1998 mengatur kewajiban-
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kewajiban yang harus dipenuhi dan orang-orang yang menyampaikan perndapat di 
muka umum antara lain warga negara yang menyampaikan pendapat di muka 
umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:  
1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain; 
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;  
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan 
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. 
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut KUHP dan UUITE 
Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 
ayat (3) UUITE. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur: 
Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 
menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, 
diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  
 
Pasal 310 ayat (2) KUHP mengatur: Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau 
gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka 
yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
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Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik. 
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Menurut R.Soesilo "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama 
Kehormatan" yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang "nama 
baik", bukan kehormatan" dalam lapangan seksuil.
53
 Surat Edaran Polri pada butir 
menegaskan bahwa ujaran kebencian (hate speech) juga dapat berupa penghinaan 
dan/atau pencemarana nama baik, serta tindak pidana lain seperti penistaan, 
perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, dan penyebaran berita 
bohong. Dari Surat Edaran Polri tersebut pada butir "g telah diatur aspek-aspek 
yang biasanya menjadi obyek ujaran kebencian yaitu suku. agama, aliran 
keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit. etnis, 
gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual. Namun secara umum pencemaran 
nama baik yang banyak beredar di media sosial ditunjukkan bagi perorangan yang 
tidak termasuk dalam aspek-aspek yang telah diatur oleh Surat Edaran Polri.
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Kebebasan berpendapat maupun pencemaran nama baik, keduanya 
memiliki kesamaan yaitu sama-sama diutarakan di muka umum sebagaimana 
diatur dalam hukum. Menurut Pasal I angka 2 Undang undang No 9 Tahun 1998 
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang dimaksud 
dengan di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk 
juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilthat setiap orang. Pasal tersebut 
mengatur tempat yang secara nyata ada dan bisa didatangi.
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Sesuai dengan perkembangan jaman orang sekarang sudah bisa membaca 
dan berkomentar melalui media sosial dengan perantaraan internet. Media sosial 
juga termasuk dimuka umum karena berdasarkan pengertian ekstensif dimuka 
umum berarti bisa dilihat diumumkan dihadapan banyak orang dan media sosial 
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memenuhi kriteria tersebut untuk dapat disebut sebagai tempat umum (public 
space) Selain itu berdasarkan Surat Edaran Polri pada butir “h” juga dijelaskan 
bahwa media sosial juga merupakan sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian 
(Hate Speech) melalui surat edaran tersebut maka media sosial juga diakui sebagai 
tempat umum. 
Kebebasan berpendapat yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor  9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di 
Muka Umum yaitu "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap 
warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya 
secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku". Pengertian secara bebas menurut penjelasan 
Pasal 5 undang undang No 9 Tahun 1998 adalah mengeluarkan pendapat, 
pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau 
pembatasan yang bertentangan dengan tujuan yang terdapat di Pasal 4. Namun 
mengenai definisi bertanggung jawab tidak diatur secara lebih lanjut dalam 
undang-undang sehingga menimbulkan ambiguitas. 
Pencemaran nama baik pada UUITE diatur pada Pasal 23 ayat (3) hanya 
melarang pendistribusian dan/atau pentransmisian informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik, namun tidak dijelaskan lebih lanjut kriteria yang dapat dijadikan acuan 
suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik Mengacu pada KUHP pada Pasal 310 perbuatan pencemaran nama 
baik harus merupakan suatu tuduhan yang dengan sengaja menyerang kehormatan 
atau nama baik seseorang dan ditujukan di depan umum.
56
 
                                                          
56
 UU No. 11 tahun 2018, Pasal 27 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) 
54 
 
Secara umum isi dari pasal kebebasan berpendapat dan pencemaran nama 
baik hampir sama, pembedanya hanya terletak pada kata “bertanggung jawab” 
namun tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian bertanggung jawab, 
apakah hal tersebut menyangkut pembuktian din sejenisnya. Di sini terjadi 
ketidakjelasan dan batasan yang diberikan oleh hukum belum tegas. Di negara 
maju, ada beberapa prinsip yang bisa digunakan untuk menjadi batasan antara 
kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik. Batasan tersebut adalah 
sebuah pencemaran nama baiklah haruslah merupakan pernyataan tidak benar dari 
sebuah fakta yang menyebabkan kerugian pada reputasi seseorang.
57
 Jadi disini 
yang unsur yang ditekankan adalah adanya sebuah pernyataan yang tidak benar 
(false statement), tentu saja untuk menentukan suatu pernyataan adalah tidak 
benar harus didukung dengan suatu bukti.
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Mengidentifikasi suatu pernyataan yang dibuat seseorang di media sosial 
tergolong kedalam tindak pidana pencemaran nama baik atau tidak memang 
bukan merupakan pekerjaan yang mudah, namun hal ini sangat penting karena 
mengingat penggunaan media sosial sebagai sarana berbagi dan mendapat 
informasi kian ramai sehingga dibutuhkan kepastian hukum agar tidak terjadi lagi 
kasus yang didakwa dengan pencemaran nama baik namun sebenarnya hanya 
ekspresi dari kebebasan berpendapat. Sampai sekarang masih belum ada peraturan 
perundang-undangan yang jelas mengatur batasan tersebut, dengan adanya Surat 
Edaran Polri paling tidak sudah memperjelas batasan-batasan yang digunakan 
untuk menilai suatu pernyataan dianggap sebuah pencemaran nama baik atau 
bukan, namun tetap saja keberlakuan Surat Edaran Polri masih dipertanyakan 
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karena keberlakuan Surat Edaran Polri tersebut adalah tidak sama dengan 
keberlakuan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, 



























Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 
penyimpulkan sebagai berikut: 
1. Asas-asas kebebasan berpendapat yaitu asas kebebasan, asas 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas kepastian hukum dan 
keadilan, asas profesionalitas, serta asas manfaat. Adapun suatu 
tindakan yang disebut pencemaran nama baik dalam hukum positif dan 
islam apabila suatu pernyataan menimbulkan kerugian kepada orang 
yang dituju dan merupakan fitnah. 
2. Akibat hukum dari tindakan pencemaran nama baik dalam hukum 
positif yaitu sikap melawan hukum, sehingga dikenakan sanksi 
terhadap perbuatannya, karena bertentangan dengan pasal 310 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dalam 
hukum islam, akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan 
pencemaran nama baik yaitu sifat haram terhadap perbuatannya yang 
merupakan perbuatan yang diganjar dengan dosa karena bertentangan 
dengan Al-Qur’an dan hadist serta sumber hukum islam lainnya. 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan revisi terhadap UU 
ITE karena dibutuhkan kepastian hukum agar tidak terjadi lagi kasus 
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yang dipidana dengan pencemaran nama baik namun yang sebenarnya 
ekspresi dari kebebeasan berpendapat dimedia sosial. 
2. Diharapkan agar hak kebebasan berpendapat dijalankan dengan cara 
yang bertanggung jawab dengan menjaga ketertiban kehidupan 
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